
  

 

   

  

PERATURAN BUPATI BREBES 

  

NOMOR  014      TAHUN  2011 

  

  

TENTANG 

  

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BREBES NOMOR 003 TAHUN 2011 

TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

KABUPATEN BREBES TAHUN ANGGARAN 2011 

  

  

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

  

BUPATI BREBES, 

  

Membaca : Nota Dinas Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten 

Brebes tanggal 3 Maret 2011 Nomor 050/356 perihal Permohonan 

Perubahan Nama Kegiatan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2011. 

   

Menimbang       : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 160 Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 

Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 59 Tahun 2007, penggeseran anggaran dilakukan dengan cara 

mengubah Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran 

Pendapatan Belanja Daerah sebagai dasar pelaksanaannya, untuk 



selanjutnya dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang 

Perubahan APBD ; 

  

b.    bahwa dengan adanya kerusakan-kerusakan jalan yang setiap saat harus 

segera ditangani, maka sambil menunggu perubahan Peraturan Daerah 

tentang APBD, pemerintah daerah melaksanakan program dan kegiatan 

dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan 

Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dengan memberitahukan 

pimpinan DPRD ; 

  

c.    bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf  a dan 

huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas 

Peraturan Bupati  Brebes  Nomor  003  Tahun 2011  tentang  Penjabaran  

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun 

Anggaran 2011. 

  

Mengingat  :  1.  Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950   tentang   Pembentukan 

Daerah-daerah Kabupaten dalam  Lingkungan  Propinsi  Jawa Tengah ; 

  

2.      Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara 

yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,  Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851 ) ; 

  

3.      Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara     

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 ) ; 

  

4.      Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ; 

  

5.      Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4389 ) ; 

  

6.      Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ; 



  

7.      Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4421) ; 

  

8.      Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)  

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ; 

  

9.      Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 

Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4438 ) ; 

  

10.  Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5167) ; 

  

11.  Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi 

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia         Nomor 

4503) ; 

  

12.  Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ; 

  

13.  Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia        

Nomor 4576) ; 

  

14.  Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 



Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia       Nomor 

4578) ; 

  

15.  Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4614) ; 

  

16.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13  Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ; 

  

17.  Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-496 Tahun 2010 

tentang Pemberhentian Sementara Bupati Brebes Provinsi Jawa Tengah 

; 

  

18.  Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 10 Tahun 2008 tentang 

Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Brebes Tahun 2008 Nomor 14A) ; 

  

19.  Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 1 Tahun 2011 tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun 

Anggaran 2011 ; 

  

20.  Peraturan Bupati Brebes Nomor 003 Tahun 2011 tentang Penjabaran 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun 

Anggaran 2011. 

  

MEMUTUSKAN : 

  

Menetapkan  : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI BREBES NOMOR 003 TAHUN 2011 

TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 

BELANJA  DAERAH  KABUPATEN  BREBES  TAHUN 

ANGGARAN 2011. 

  

 



Pasal I 

  

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Brebes Nomor 003 Tahun 2011 tentang Penjabaran 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2011 (Berita 

Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2011 Nomor 3) diubah sebagai berikut : 

  

1. Ketentuan dalam Lampiran II pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dalam 

Kelompok Belanja Langsung diubah sehingga Lampiran II pada Dinas Pekerjaan Umum 

dan Tata Ruang berbunyi sebagai berikut : 

  

1.03.1.03.01.01.01.5.2. BELANJA LANGSUNG Rp.  75.460.490.000,- 

1.03.1.03.01.18. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan 

 Jalan dan Jembatan Rp.   7.472.459.000,- 

1.03.1.03.01.18.07. Pemeliharaan Rutin Jalan dan 

 Jembatan Rp.    3.000.000.000,- 

1.03.1.03.01.18.07.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa Rp. 3.000.000.000,- 

1.03.1.03.01.18.07.5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan Rp.    3.000.000.000,- 

1.03.1.03.01.18.07.5.2.2.20.59. Belanja Pemeliharaan Jalan Rp.    3.000.000.000,- 

 

Pasal II 

  

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

gttttt 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah. 

  

  

 

 

 

 



Ditetapkan di Brebes 

pada tanggal  15 Maret 2011 

  

BUPATI BREBES, 

WAKIL BUPATI 

  

Cap ttd 

  

 AGUNG WIDYANTORO 

 

 

 

Diundangkan di Brebes 

Pada tanggal 15 Maret 2011 

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BREBES  

  

Cap ttd 
  

Ir.HERU PRASTISTO 

Pembina Utama Muda 

NIP.16551024 198209 1 001 

BERITA DAERAH KABUPATEN BREBES TAHUN 2011 NOMOR 14 

  

 


